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BAB V 

PENTUP 

 

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Wajib pajak cenderung tidak memanfaatkan waktu di bulan Juli dan 

Agustus yang terlihat dari tingginya jumlah wajib pajak (93,15%) yang 

mengikuti tax amnesty di bulan September. 

2. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pengakuan 

hartanya hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah harta bersih yang 

diungkapkan, yakni sebesar Rp 84.552.447.971.300 jika dibandingkan 

dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti tax amnesty sejumlah 5.458. 

3. Jumlah uang tebusan ini dapat meningkatkan penerimaan negara dibidang 

perpajakan karena 90% penerimaan pajak bulan Juli-September 2016 

berasal dari penerimaan uang tebusan. 

4. Tata cara pelaksanaan tax amnesty secara teknis terbilang sederhana 

karena wajib pajak hanya perlu mengikuti alur yang sudah ada. 

5. Secara keseluruhan pelaksanaan tax amnesty periode pertama sudah cukup 

baik, namun terkesan mendadak karena bulan pelaksanaan dan bulan 

pengesahan Undang-Undang pengampunan pajak berada dibulan Juli 

sehingga baik wajib pajak maupun petugas pajak kurang memiliki waktu 

yang cukup untuk melakukan perisiapan. 
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5.2 Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya informasi yang diberikan dalam sosialisasi dapat lebih luas 

tidak hanya informasi yang sudah banyak diberitakan atau dibahas di 

televisi dan media cetak maupun media online. 

2. Sebaiknya KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dapat lebih memfasiltasi 

wajib pajak terutama wajib pajak baru dalam hal pemberian informasi 

dasar mengenai perpajakan. 

3. Sebaiknya program tax amnesty ataupun yang serupa dengan tax amnesty 

tidak terlalu sering diadakan karena ada kemungkinan wajib pajak menjadi 

bergantung pada program serupa sehingga dapat menurunkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

4. Sebaiknya antara pengesahan undang-undang dengan pelaksanaan tax 

amnesty periode pertama diberikan jarak beberapa bulan agar petugas 

pajak dan wajib pajak dapat memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan 

pelaksanaan tax amnesty. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap 

tax amnesty mulai dari bulan Juli-Maret 2017. 
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